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PENDAHULUAN 

Kelemahan-kelemahan mendasar dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum  yang memakan waktu yang sangat lama dan sering bermasalah dalam hal eksekusi putusan pengadilan, meskipun telah mempunyai kekuatan hukum tetap, membuat pelaku dunia usaha mulai berpaling kepada cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Cara penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan dan dipraktekkan di banyak negara yaitu apa yang dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Kooperatif (MPSSK) atau Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), yang di Indonesia telah diatur dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, berikut ini adalah gambaran singkat mengenai kedua cara penyelesaian sengketa dimaksud. 

ARBITRASE

DEFINISI

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” (Pasal 1 UU No. 30 / 1999) 

Arbitration: “A process of dispute resolution in which a neutral third party (arbitrator) renders a decision after a hearing at which both parties have an opprtunity to be heard. Where arbitration is voluntary, the disputing parties select the arbitrator who has the power to render a binding decision” (Black’s Law Dictionary, centennial edition 1891-1991, 6th edition, 1990).   

PERJANJIAN ARBITRASE

Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

PRINSIP-PRINSIP ARBITRASE

1. 
Efisien;

2. 
Aksesibilitas;

3. 
Proteksi Hak Para Pihak;

4. 
Final and Binding;

5. 
Fair and Just;

6. 
Sesuai dengan Sense of Justice dari Masyarakat;

7. 
Kredibilitas. 

KEUNTUNGAN ARBITRASE

1. 
Para pihak yang bersengketa dapat memilih arbiternya sendiri;

2. 
Bersifat confidential (terjamin kerahasiaannya);

3. 
Putusannya final dan mengikat para pihak;

4. 
Prosedurnya cepat dan biayanya relatif murah ;

5. 
Lebih informal dan terbuka untuk amicable settlement;

6. 
Eksekusi putusannya lebih terjamin dengan telah berlakunya “UN Convention on the Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958”. 

KLAUSULA ARBITRASE

Salah satu syarat untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu bahwa penunjukan arbitrase tersebut harus jelas-jelas dan secara tegas diperjanjikan diantara para pihak: “an arbitration agreement must have precise terms, lawful, be stated with certainty. The arbitration agreement must not relate to any matter which is immoral, illegal or is contrary to public policy.”

Contoh klausula arbitrase BANI:

“Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir.”

Apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak memuat pasal yang menyangkut klausula arbitrase tersebut, jika para pihak sepakat untuk menyerahkan atau menyelesaikan sengketa melalui arbitrase (BANI), maka para pihak harus membuat pernyataan yang isinya persetujuan untuk menyerahkan sengketa kepada BANI.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Dalam pengambilan keputusan arbitrase menganut sistem yang bersifat alternatif, yaitu para pihak yang bersengketa dapat meminta agar sengketa diputus secara:

a. 
“Ex aequo et bono” (putusan seadil-adilnya); atau

b. 
Diputus berdasarkan hukum dan undang-undang. 

BANI dalam menerapkan pasal-pasal UU No. 30/1999 memutuskan sengketa berdasarkan hukum dan undang-undang, tetapi dalam penerapannya berpegang pada asas “ex aequo et bono”.

Perlu ditegaskan bahwa kedudukan arbitrase dalam sistem peradilan adalah “extra judicial” atau peradilan semu (“quasi judicial”).

KELEMAHAN ARBITRASE

1. 
Mempertemukan kehendak para pihak dan memilih forum arbitrase yang dipilih (dalam hal tidak ditentukan secara spesifik);

2. 
Pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing;

3. 
Kepatuhan/keterikatan  terhadap putusan-putusan arbitrase sebelumnya;

4. 
Adanya konsep dan sistem hukum yang berbeda di setiap negara;

5. 
Tergantung kemampuan arbiter. 

DUPLIKASI KLAUSULA ARBITRASE DAN 

PILIHAN DOMISILI

Sering terjadi dimana para pihak memperjanjikan 2 (dua) hal sekaligus dalam suatu perjanjian yaitu klausula mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan penunjukan kepada Pengadilan Negeri tertentu sebagai pilihan domisili hukum.

Terhadap masalah ini, terdapat beberapa pendapat yang berbeda:

1. 
Duplikasi tersebut tidak mempengaruhi eksistensi klausula arbitrase, sehingga klausula pilihan domisili dianggap tidak pernah ada;

2. 
Duplikasi tersebut menyebabkan klausula pilihan domisili menyingkirkan atau mengesampingkan klausula arbitrase;

3. 
Duplikasi tersebut tidak menjadi masalah, karena kedua-duanya dianggap sah menurut hukum, sesuai dengan porsi kewenangannya masing-masing. Dengan demikian kewenangan untuk menyelesaikan sengketa dilakukan melalui arbitrase, sedangkan untuk pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri yang ditunjuk dalam perjanjian. 

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING

Indonesia telah meratifikasi “Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” (New York Convention) yang ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan mulai berlaku tanggal 7 Juni 1959.

Mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia diatur Bagian Kedua UU No. 30/1999, Pasal 65 sampai dengan Pasal 69.

Syarat-syarat agar putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia (Pasal 66 UU No. 30/1999):

a. 
Putusan dijatuhkan di suatu negara yang terikat perjanjian bilateral maupun multilateral dengan Indonesia, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;

b. 
Terbatas dalam ruang lingkup hukum perdagangan di Indonesia, misalnya: perdagangan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak atas kekayaan intelektual.

c. 
Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

d. 
Memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.  

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

DEFINISI

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

PRINSIP

1. 
Itikad baik (good faith);

2. 
Bertujuan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri;

3. 
Diselesaikan dalam pertemuan langsung para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

CONNECTED SYSTEM ADR DENGAN ARBITRASE

Apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan, maka:

a. 
dapat diselesaikan melalui bantuan Penasehat Ahli; atau

b. 
mediator.

Apabila Penasehat Ahli atau mediator dalam waktu 14 (empat belas) hari gagal mencapai kata sepakat, maka kedua belah pihak dapat menghubungi lembaga arbitrase atau lembaga ADR untuk menunjuk seorang mediator.

TATA CARA PENYELESAIAN

a. 
Dalam waktu 7 (tujuh) hari harus sudah dimulai mediasi;

b. 
Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari harus sudah tercapai kesepakatan:

c. 
Dalam bentuk tertulis;

d. 
Ditandatangani para pihak yang terkait.

SIFAT DAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN

1. 
Secara tertulis, final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik;

2. 
Wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan;

3. 
Wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. 

4. 
Apabila usaha perdamaian tidak tercapai, maka para pihak dapat membuat kesepakatan tertulis untuk mengajukan penyelesaian kepada lembaga arbitrase (“arbitration institution”) atau arbitrase ad-hoc. 

EKSEKUSI HASIL KESEPAKATAN

Hasil kesepakatan diantara para pihak secara hukum diakui dan dapat dilaksanakan eksekusinya oleh Pengadilan Negeri apabila tidak dilaksanakan dengan sukarela. 

***********************oxxe******************

